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Abstract 

Economic growth and its process are the main condition for the sustainability of the regional 
economic development. Because of the continuing population growth means economic needs 
also increase so that additional revenue required each year. This can be obtained by the 
increase in aggregate output (goods and services) or the Gross Regional Domestic Product 
(GRDP) each year. To carry out development with limited resources as a consequence should 
be focused to develop the sectors that provide great multiplier effect on other sectors or the 
whole economy. This research is focused to determine the regional leading sector of Bone 
Bolango as the information and considerations in planning economic development. Location 
Quotient (LQ) and Shift Share are tools of analysis. Location Quotient analysis indicates 
agriculture, manufacture, finance, leasing and corporate services are base sectors in the Bone 
Bolango district. Shift Share analysis indicates that the competitive sectors are finance, leasing 
and corporate services. The results of the analysis based on three analysis tools indicate that 
the leading sector with the criteria developed, base, and competitive is finance and services 
sector. 

Keywords: Location Quotient (LQ), Shift Share Analysis, Growth, Leading Sector 
JEL Code: R11, B22 
 
 

Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah di Indonesia 

Abstrak  

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu syarat penting bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi 
daerah. Karena pertumbuhan penduduk yang terus meningkat sehingga diperlukan adanya 
penambahan pendapatan setiap tahun. Hal ini dapat diperoleh dengan meningkatkan output 
agregrat (barang dan jasa) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahun. 
Untuk dapat melaksanakan pembangunan dengan keterbatasan sumber daya yang ada, maka 
perlu difokuskan pada sektor-sektor yang menghasilkan efek multiplier (pengganda) yang 
besar bagi perekonomian secara menyeluruh. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan 
sektor unggulan di Kabupaten Bone Bolango sebagai suatu informasi dan pertimbangan 
dalam perencanaan pembangunan ekonomi. Penelitian ini menggunakan alat analisis 
Location Quotient (LQ) dan Shift Share. Hasil analisis LQ menunjukkan ada tiga sektor basis 
yaitu sektor pertanian, indutri pengolahan serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. 
Berdasarkan analisis shift share, maka sektor yang kompetitif adalah sektor keuangan dan jasa 
perusahaan. 

Kata Kunci: Location Quotient, Shift Share, Pertumbuhan, Sektor Unggul 
JEL Code: R11, B22 
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Pendahuluan 

Pembangunan di negara-negara berkembang 
pada umumnya termasuk di Indonesia masih 
memunculkan adanya dualisme yang meng-
akibatkan adanya gap atau kesenjangan antara 
daerah yang satu dengan daerah lainnya, 
antara kota dan desa, antara Pulau Jawa dengan 
luar Pulau Jawa maupun antara dua kawasan 
pembangunan Indonesia yakni Kawasan Barat 
dengan Kawasan Timur Indonesia. Selama ini 
tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemba-
ngunan ekonomi adalah untuk meningkatkan 
taraf hidup masyarakat yang biasa diukur 
dengan tinggi rendahnya pendapatan per 
kapita. Dengan demikian tujuan pembangunan 
ekonomi disamping untuk meningkatkan 
pendapatan nasional juga untuk meningkatkan 
produktivitas. Pada umumnya dapat dikatakan 
bahwa tingkat output pada suatu saat tertentu 
ditentukan oleh tersedianya atau digunakannya 
baik sumberdaya alam maupun sumberdaya 
manusia, tingkat teknologi, keadaan pasar dan 
kerangka kehidupan ekonomi (sistem pereko-
nomian) serta sikap dari output itu sendiri 
(Soeparmoko, 2002). 

Namun sejak era reformasi tahun 1999 
terjadi pergeseran paradigma dalam sistim 
penyelenggaraan pemerintahan dari pola 
sentralisasi menjadi pola desentralisasi atau 
disebut Otonomi daerah yang mengandung 
makna, beralihnya sebagian besar proses 
pengambilan keputusan dalam perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan 
pemerintahan dari pusat ke daerah (Armida, 
2000). Hal ini membawa implikasi mendasar 
terhadap keberadaan tugas, fungsi dan 
tanggung jawab pelaksanaan otonomi daerah 
yang antara lain dibidang ekonomi yang 
meliputi implikasi terhadap pertumbuhan 
ekonomi dan pemerataan antar daerah serta 
pencarian sumber-sumber pembiayaan untuk 
pembangunan dengan cara menggali potensi 
yang dimiliki oleh daerah. Oleh sebab itu 
pembangunan ekonomi daerah sangat diten-
tukan oleh kebijakan daerah itu sendiri dalam 
menentukan sektor-sektor yang diprioritaskan 
untuk pertumbuhan ekonomi di daerah 
tersebut . 

Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 yang 

kemudian diganti dengan UU No. 32 tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah 
daerah mempunyai kewenangan yang lebih 
luas untuk mengatur dan mengelola berbagai 
urusan penyelenggaran pemerintah bagi kepen-
tingan dan kesejahteraan masyarakat daerah 
yang bersangkutan. Sedangkan dalam hal 
pembiayaan dan keuangan daerah diatur dalam 
UU Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian 
diganti dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah 
tidak hanya kesiapan aparat pemerintah saja, 
tetapi juga masyarakat untuk mendukung 
pelaksanaan Otonomi Daerah dengan peman-
faatan sumber-sumber daya secara optimal. 
Pembangunan daerah harus sesuai dengan 
kondisi potensi serta aspirasi masyarakat yang 
tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan 
prioritas pembangunan daerah kurang sesuai 
dengan potensi yang dimiliki oleh masing-
masing daerah, maka pemanfaatan sumber 
daya yang ada akan menjadi kurang optimal. 
Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambat-
nya proses pertumbuhan ekonomi daerah yang 
bersangkutan. 

Perencanaan pembangunan dapat dikata-
kan sangat identik dengan ekonomi pemba-
ngunan. Bila sekiranya ruang gerak ekonomi 
pembangunan berusaha mencari strategi pem-
bangunan, perencanaan pembangunan merupa-
kan alat yang ampuh untuk menerjemahkan 
strategi pembangunan tersebut dalam berbagai 
program kegiatan yang terkoordinir. Koordi-
nasi ini perlu dilakukan sehingga sasaran-
sasaran, baik ekonomi maupun sosial yang 
telah ditetapkan semula dapat dicapai secara 
lebih efisien. Dengan jalan demikian, akan 
dapat dihindari terjadinya pemborosan-pembo-
rosan dalam pelaksanaan pembangunan. 

Pengembangan metode untuk mengana-
lisis suatu perekonomian suatu daerah penting 
sekali kegunaanya sebagai sarana mengumpul-
kan data tentang perekonomian daerah yang 
bersangkutan serta proses pertumbuhannya. 
Pengembangan metode analisis ini kemudian 
dapat dipakai sebagai pedoman untuk menen-
tukan tindakan-tindakan apa yang harus 
diambil guna mempercepat laju pertumbuhan 
yang ada. Akan tetapi di pihak lain harus 
diakui, menganalisis perekonomian suatu 
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daerah sangat sulit (Arsyad, 1999). Beberapa 
faktor yang sering menjadi penghambat dalam 
melakukan analisis perekonomian diantaranya: 
Data tentang daerah sangat terbatas terutama 
kalau daerah dibedakan berdasarkan penger-
tian daerah nodal (berdasarkan fungsinya).  

Sirojuzilam (2008) menyatakan bahwa 
pendekatan perencanaan regional dititikberat-
kan pada aspek lokasi di mana kegiatan 
dilakukan. Pemerintah daerah mempunyai 
kepentingan yang berbeda-beda dengan 
instansi-instansi di pusat dalam melihat aspek 
ruang di suatu daerah. Artinya bahwa dengan 
adanya perbedaan pertumbuhan dan disparitas 
antar wilayah, maka pendekatan perencanaan 
parsial adalah sangat penting untuk diperhati-
kan. Dalam perencanaan pembangunan daerah 
perlu diupayakan pilihan-pilihan alternatif 
pendekatan perencanaan, sehingga potensi 
sumber daya yang ada akan dapat dioptimal-
kan pemanfaatannya. Kebijakan pembangunan 
wilayah merupakan keputusan atau tindakan 
oleh pejabat pemerintah berwenang atau 
pengambil keputusan publik guna mewujud-
kan suatu kondisi pembangunan. Sasaran akhir 
dari kebijakan pembangunan tersebut adalah 
untuk dapat mendorong dan meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial 
secara menyeluruh sesuai dengan keinginan 
dan aspirasi yang berkembang dalam masya-
rakat. 

Pengembangan wilayah diartikan sebagai 
semua upaya yang dilakukan untuk mencip-
takan pertumbuhan wilayah yang ditandai 
dengan pemerataan pembangunan dalam 
semua sektor dan pada seluruh bagian wilayah. 
Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi secara 
serentak pada semua tempat dan semua sektor 
perekonomian, tetapi hanya pada titik-titik 
tertentu dan pada sektor-sektor tertentu pula. 
Wilayah yang memiliki potensi berkembang 
lebih besar akan berkembang lebih pesat, 
kemudian pengembangan wilayah tersebut 
akan merangsang wilayah sekitarnya. Bagi 
sektor yang memiliki potensi berkembang lebih 
besar cenderung dikembangkan lebih awal 
yang kemudian diikuti oleh perkembangan 
sektor lain yang kurang potensial. 

Beberapa hasil penelitian dan studi empiris 
mengenai analisis potensi daerah telah banyak 

dilakukan oleh beberapa peneliti. Alat analisis 
yang dapat digunakan diantaranya analisis 
Location Quotient (LQ), analisis shift-share 
maupun tipologi Klassen. Penelitian yang 
dilakukan oleh Marhayanie (2003), menunjuk-
kan kontribusi per sektor, analisis linkage, 
analisis angka pengganda diperoleh bahwa 
sektor ekonomi yang potensial dalam peren-
canaan pembangunan Kota Medan adalah sek-
tor industri pengolahan. Hasil penelitian yang 
diperoleh Supangkat (2002) menunjukkan 
bahwa sektor pertanian dan industri pengolah-
an berpeluang untuk dijadikan sebagai sektor 
prioritas bagi peningkatan pembangunan di 
daerah Kabupaten Asahan, terutama sub sektor 
perkebunan, perikanan dan industri besar, serta 
sedang. Penelitian Tampubolon (2001), dengan 
judul Pembangunan dan Ketimpangan Wilayah 
Pantai Barat dan Pantai Timur Sumatera Utara, 
menyimpulkan bahwa karakteristik wilayah 
mempengaruhi ketimpangan pendapatan antar 
wilayah. Potensi sektor-sektor wilayah 
mempengaruhi perubahan struktur ekonomi. 
Struktur ekonomi wilayah pantai barat menuju 
industri pengolahan hasil pertanian dan 
struktur ekonomi wilayah pantai timur menuju 
industri pengolahan barang jadi. 

Kabupaten Bone Bolango merupakan salah 
satu kabupaten di Propinsi Gorontalo yang 
terbentuk pada tahun 2003. Sementara Goron-
talo sendiri sebagai salah satu propinsi di 
Indonesia yang ke-32, dimana sebelumnya 
Gorontalo merupakan wilayah Kabupaten 
Gorontalo dan Kota Madya Gorontalo di 
Sulawesi Utara. Namun seiring dengan 
munculnya pemekaran wilayah berkenaan 
dengan otonomi daerah, propinsi ini kemudian 
terbentuk pada Desember 2000. Kabupaten ini 
memiliki 17 kecamatan, 4 kelurahan dan 152 
desa. Jika dibandingkan dengan kabupaten/ 
kota lainnya di Propinsi Gorontalo, Kabupaten 
Bone Bolango memiliki laju pertumbuhan 
ekonomi terendah (6,66%) dan tingkat 
pengangguran terbuka tertinggi, yakni 8,28% 
(BPS Bone Bolango, 2010). Sehingga masih 
perlu penanganan lebih intensif dalam hal 
penciptaan lapangan pekerjaan dan lapangan 
usaha agar dapat meningkatkan perekonomian 
masyarakat.  

Perkembangan Kabupaten Bone Bolango 
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setiap tahun mengalami pertambahan pendu-
duk seiring dengan perkembangan pemba-
ngunan masyarakat, baik pembangunan dalam 
bidang pendidikan maupun bidang pemba-
ngunan lainnya seperti pada sektor pemba-
ngunan ekonomi dan perkembangan kemasya-
rakatan yang mendorong banyaknya muncul 
aspek kehidupan masyarakat yang mendrong 
timbulnya pola kehidupan masyarakat yang 
mengutamakan tuntutan pemenuhan kebutuh-
an ekonominya.  

Sasaran pembangunan bidang ekonomi 
adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup 
tinggi. Secara agregat, pertumbuhan ekonomi 
Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2006 
mencapai 5,28%. Seluruh sektor ekonomi pada 
tahun 2006 menunjukkan pertumbuhan positif, 
namun pertumbuhan tertinggi dialami oleh 
sektor Listrik, Gas dan air bersih yang mening-
kat sebesar 8,19% dan diikuti oleh sektor 
Pengangkutan dan Komunikasi yang pertum-
buhannya mencapai 8,18% sedangkan sektor 
pertanian tumbuh sebesar 7,84 %.  

Pada distribusi persentase PDRB Kabupa-
ten Bone Bolango Tahun 2004–2006 atas dasar 
harga berlaku menunjukkan sektor pertanian 
memberikan peranan terbesar yakni 37,16% 
untuk tahun 2004, 39,39% untuk tahun 2005 dan 
41,38% untuk tahun 2006. Hal ini mengindi-
kasikan bahwa peranan sektor pertanian sangat 
besar terhadap struktur ekonomi Kabupaten 
Bone Bolango. Pertumbuhan sektor pertanian 
pada tahun 2006 sebesar 7,84% menunjukkan 

suatu peningkatan yang pesat, mengingat per-
tumbuhan sektor ini pada tahun 2005 hanya 
mencapai 5,05%. Sub sektor yang mengalami 
pertumbuhan tertinggi adalah sub sektor peter-
nakan sebesar 26,24%. Diikuti oleh sub sektor 
tanaman bahan makanan, perikanan dan 
tanaman perkebunan masing–masing sebesar 
7,49%, 2,78% dan 2,50%. (Bappeda. 
gorontalokab.go.id)  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka 
untuk memecahkan masalah di atas perlu 
adanya usaha peningkatan kemampuan di 
bidang ekonomi di Kabupaten Bone Bolango 
melalui analisis pertumbuhan ekonomi (PDRB) 
dengan pendekatan basis ekonomi, Pendekatan 
basis ekonomi ini ditujukan untuk mengiden-
tifikasi sektor-sektor mana yang paling unggul 
dan strategis untuk dikembangkan. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui sektor-
sektor apakah yang menjadi sektor basis dan 
non basis dalam perekonomian Kabupaten 
Bone Bolango serta bagaimanakah perubahan 
dan pergeseran sektor perekonomian Kabupa-
ten Bone Bolango. 

 
Metode Penelitian 

 
Menurut Suharsimi (1998), populasi merupakan 
keseluruhan subyek penelitian. Yang menjadi 
populasi dalam penelitian ini adalah PDRB 
sektoral Kabupaten Bone Bolango dan Propinsi 
Gorontalo yang dihitung berdasarkan harga 
konstan tahun 2000. Data yang digunakan 

Tabel 1. Perkembangan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan 
Usaha Tahun 2007–2009 (Juta Rupiah) 

Lapangan Usaha 2006 2007 2008 2009 2010 

Pertanian 221731,72 253121,91 290983,76 326889,93 371619,63 

Pertambangan, Penggalian 3044,82 3299,81 3982,62 4896,79 5941,24 

Industri Pengolahan 77794,13 86176,2 97307,03 106582,75 113617,6 

Listrik, Gas, Air Bersih 2153,52 2751,28 2773,35 2871,77 2921,72 

Bangunan 28593,65 30282,64 34404,27 39830,56 43766,9 

Perdagangan, Hotel, Restoran 69026,07 72982 96459,75 104332,82 114235,64 

Pengangkutan, komunikasi 20955,91 26847,34 29426,87 32500,57 36220,74 

Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan 48631,64 63285,24 76485,49 89223,38 102778,69 

Jasa-jasa lain 63890,89 72522,72 87816,81 124375,27 146583,08 

JUMLAH 535822,35 611269,14 719639,95 831503,84 937685,24 

Sumber: BPS Kab Bone Bolango, 2011  
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dalam penelitian ini merupakan data sekunder. 
Untuk menjawab permasalahan yang telah 
ditetapkan, maka digunakan beberapa metode 
analisis data, yaitu: Analisis Location Quotient 
(LQ) digunakan untuk menentukan sektor basis 
dan non basis dalam perekonomian Kabupaten 
Bone Bolango, serta Analisis Shift Share diguna-
kan untuk mengetahui perubahan dan perge-
seran sektor perekonomian Kabupaten Bone 
Bolango. 
 
Analisis Location Quotient 
Teknik ini memiliki asumsi bahwa semua 
penduduk di suatu daerah mempunyai pola 
permintaan yang sama dengan pola permintaan 
nasional (regional). Bahwa produktivitas tiap 
pekerja di setiap sektor industri di daerah ada-
lah sama dengan produktivitas pekerja dalam 
industri nasional. Setiap industri menghasilkan 
barang yang homogen pada setiap sektor, dan 
bahwa perekonomian bangsa yang bersang-
kutan adalah suatu perekonomian tertutup.. 
Apabila hasil perhitungannya menunjukkan LQ 
> 1, berarti merupakan sektor basis dan ber-
potensi untuk ekspor, sedangkan LQ< 1, berarti 
bukan sektor basis (sektor lokal/impor). 

 
Analisis Shift Share 

Analisis ini digunakan untuk menentukan 
kinerja atau produktivitas suatu daerah, perge-
seran struktur, posisi relatif sektor-sektor eko-
nomi dan identifikasi sektor-sektor ekonomi 
potensial suatu daerah kemudian membanding-
kannya dengan daerah yang lebih besar 
(regional/nasional). Analisis ini memberikan 
data tentang kinerja perekonomian dalam 3 
bidang yang berhubungan satu sama lain 
(Arsyad 1999). Tiga bidang yang saling berhu-
bungan itu meliputi: 
1. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur 

dengan cara menganalisis perubahan pe-
ngerjaan agregat secara sektoral kemudian 
dibuat perbandingan dengan sektor per-
ekonomian yang sama sebagai acuan, 
sehingga diketahui perubahan-perubahan 
dan perbandingannya. 

2. Pergeseran proporsional (proportional shift) 
digunakan untuk mengukur perubahan 
relatif, pertumbuhan atau penurunan, pada 
daerah dibandingkan dengan perekono-

mian yang lebih besar yang dijadikan 
acuan. Pengukuran ini memungkinkan kita 
untuk mengetahui apakah perekonomian 
daerah terkonsentrasi pada industri indus-
tri yang tumbuh lebih cepat ketimbang 
perekonomian yang dijadikan acuan. 

3. Pergeseran diferensial (differential shift) di-
gunakan untuk membantu dalam menen-
tukan seberapa jauh daya saing industri 
daerah (lokal) dengan perekonomian yang 
dijadikan acuan. Oleh karena itu jika per-
geseran diferensial dari satu industri 
adalah positif, maka industri tersebut lebih 
tinggi daya saingnya dibanding industri 
yang sama pada perekonomian yang 
dijadikan acuan. 

 
Glasson (1990:95-96) merumuskan analisis shift 
share adalah sebagai berikut: 

Gj  : Yjt – Yjo  (1) 
 : (Nj + Pj + Dj) (2) 

Nj  : Yjo (Yt / Yo) – Yjo  
(P + D)j : Yjt - (Yt / Yo) Yjo  
 : (Gj - Nj)                 (5) 
Pj  : Σi [(Yit / Yio) - (Yt / Yo)] Yijo (6) 
Dj  : Σt [Yijt - (Yit / Yio) Yijo]   
 : (P + D)j – Pj (8) 
 

Dimana Gj adalah Pertumbuhan PDRB 
Total Kabupaten Bone Bolango, Nj adalah Kom-
ponen Share di Kabupaten Bone Bolango, (P + 
D)j adalah Komponen Net Shift di Kabupaten 
Bone Bolango, Pj  adalah  Proportional Shift 
Kabupaten Bone Bolango, Dj adalah  Diferential 
Shift Kabupaten Bone Bolango, Yj adalah PDRB 
total Kabupaten Bone Bolango, Y adalah PDRB 
Total Propinsi Gorontalo, o dan t adalah  
Periode Awal dan Periode Akhir Perhitungan, i 
adalah Subskripsi Sektor (subsektor) pada 
PDRB. 

Jika Dj > 0, maka pertumbuhan sektor i di 
Kabupaten Bone Bolango lebih cepat dari 
pertumbuhan sektor yang sama di Propinsi 
Gorontalo dan bila Dj < 0, berarti pertumbuhan 
sektor i di Kabupaten Bone Bolango relatif lebih 
lambat dari pertumbuhan sektor yang sama di 
Propinsi Gorontalo. Bila Pj > 0, maka Kabu-
paten Bone Bolango akan berspesialisasi pada 
sektor yang di tingkat propinsi tumbuh lebih 
cepat. Sebaliknya jika Pj < 0, maka Kabupaten 
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Bone Bolango akan berspesialisasi pada sektor 
yang di tingkat propinsi tumbuh lebih lambat. 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel, 
maka dapat diidentifikasikan sektor-sektor 
mana saja yang terdapat di Kabupaten Bone 
Bolango yang merupakan sektor basis maupun 
non basis. Kabupaten Bone Bolango selama 5 
tahun terakhir ini secara rata-rata hanya 
mempunyai 3 sektor basis. Ketiga sektor basis 
tersebut adalah Sektor Pertanian, Sektor Indus-
tri Pengolahan dan Sektor Keuangan, Persewa-
an, Jasa Perusahaan. Sektor-sektor tersebut 
memiliki nilai indeks LQ lebih dari 1.  

Hasil indeks tersebut menunjukkan bahwa 
sektor-sektor tersebut memiliki kekuatan eko-
nomi yang cukup baik dan sangat berpengaruh 
terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi 
Kabupaten Bone Bolango dan sektor-sektor 
tersebut sudah mampu untuk memenuhi kebu-
tuhan di daerahnya bahkan berpotensi untuk 
ekspor. Jika kita jabarkan secara terperinci dan 
diurutkan berdasarkan indeks terbesar, maka 
sektor Industri pengolahan merupakan sektor 
basis yang memiliki indeks terbesar diban-
dingkan dengan sektor basis lainnya yaitu 
dengan rata-rata sebesar 1,395, diikuti sektor 
Pertanian dengan indeks 1,122 dan sektor basis 
yang ketiga adalah sektor keuangan, persewaan 
dan jasa perusahaan dengan indeks 1,001. 
Ketiga sektor tersebut merupakan sektor basis 
yang merupak an modal yang cukup baik bagi 
perkembangan Kabupaten Bone Bolango. 

Sektor yang merupakan sektor bukan basis 

selama periode tersebut adalah sektor Pertam-
bangan, Penggalian, sektor Listrik, Gas, Air 
Bersih, sektor Bangunan, sektor Perdagangan, 
Hotel, Restoran, sektor Pengangkutan, komu-
nikasi serta sektor Jasa-jasa lain.  Keenam sektor 
bukan basis tersebut memiliki indeks LQ <1 
dengan rata-rata indeks masing-masing 0.451, 
0,543; 0,499, 0,759, 0,324 dan 0,575. Sektor-
sektor tersebut dalam berproduksi belum 
mampu memenuhi kebutuhan dalam Kabu-
paten Bone Bolango bahkan meingimpor dari 
luar daerah. Sektor bukan basis ini perlu men-
dapat perhatian khusus bagi para pengambil 
kebijakan di Kabupaten Bone Bolango. Dengan 
bermodalkan tiga sektor basis, diharapkan 
keenam sektor bukan basis dapat dibantu 
untuk dikembangkan menjadi sektor basis 
baru. 

Analisis penentuan sektor ekonomi stra-
tegis dan memiliki keunggulan untuk dikem-
bangkan dengan tujuan untuk memacu laju 
pertumbuhan Kabupaten Bone Bolango. Untuk 
mengetahui sektor spesialisasi daerah serta 
pertumbuhannya digunakan komponen Provin-
cial Share, Proportional Shift, dan Differential Shift. 
Hasil perhitungan analisis shift share PDRB 
Kabupaten Bone Bolango tahun 2006-2010 
dapat dilihat pada tabel 3. Nilai Differential Shift 
sektor perekonomian Kabupaten Bone Bolango 
selama periode tahun 2006-2010 ada yang 
positif dan negatif. Nilai Differential Shift positif, 
berarti bahwa terdapat sektor ekonomi 
Kabupaten Bone Bolango tumbuh lebih cepat 
dibandingkan sektor Yang Sama Di Tingkat 
Provinsi Gorontalo. Sedangkan Nilai Differential 
Shift Negatif, Berarti Sektor Tersebut Tumbuh 

Tabel 2. Hasil Perhitungan Indeks Location Quotient (LQ) 
Kabupaten Bone Bolango Tahun 2006 - 2010 

Lapangan Usaha 2006 2007 2008 2009 2010 Rata-rata 
Pertanian  1,349*   1,353*   1,317*  1,331*   1,388*   1,123*  
Pertambangan, Penggalian  0,581   0,531   0,533  0,533   0,526   0,451  
Industri Pengolahan  1,741*   1,725*  1,690*  1,662*   1,555*   1,395*  
Listrik, Gas, Air Bersih  0,692   0,727   0,675  0,611   0,551   0,543  
Bangunan  0,693   0,628   0,593  0,558   0,524   0,499  
Perdagangan, Hotel, Restoran  0,930   0,868   0,982  0,910   0,863   0,759  
Pengangkutan, komunikasi  0,379   0,427   0,398  0,375   0,363   0,324  
Keuangan, Persewaan, Jasa 
Perusahaan  1,067*   1,207*   1,245*  1,240*   1,252*   1,002*  
Jasa-jasa lain  0,626   0,622   0,636  0,762   0,803   0,575  

Sumber: BPS Kab Bone Bolango (data diolah) 
Ket: *) Sektor Basis 
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Lebih Lambat Dibandingkan Sektor Yang Sama 
Di Tingkat Provinsi Gorontalo. Hanya Terdapat 
Satu Sektor Dalam Perekonomian Kabupaten 
Bone Bolango Dengan Nilai Differential Shift 
Negatif, Yaitu: Sektor Bangunan Dengan Nilai 
Differential Shift Sebesar -112,344, Yang Berarti 
Sektor Bangunan Ini Memiliki Pertumbuhan 
Yang Lambat. Sedangkan Delapan Sektor 
Lainnya Memiliki Nilai Differential Shift Positif. 
Artinya Pertumbuhan Delapan Sektor Tersebut 
Di Kabupaten Bone Bolango Lebih Cepat 
Dibandingkan Pertumbuhan Sektor Yang Sama 
Di Propinsi Gorontalo. Delapan Sektor Tersebut 
Memiliki Potensi Untuk Dikembangkan Dalam 
Memacu Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bone 
Bolango.  

Kedua Komponen Shift Ini Memisahkan 
Unsur-Unsur Pertumbuhan Kabupaten Bone 
Bolango Yang Bersifat Intern Dan Ekstern, Di 
Mana Proportional Shift Dari Pengaruh Unsur-
Unsur Luar Yang Bekerja Dalam Provinsi 
Gorontalo Dan Differential Shift Adalah Akibat 
Dari Pengaruh Faktor-Faktor Yang Bekerja Di 
Dalam Kabupaten Bone Bolango.  

Simpulan 

1) Sektor Industri pengolahan merupakan 
sektor basis yang memiliki indeks terbesar 
dibandingkan dengan dua sektor basis lainnya 
yaitu sektor Pertanian dan  sektor keuangan, 

persewaan dan jasa perusahaan. Ketiga sektor 
basis ini merupakan modal yang cukup baik 
bagi perkembangan Kabupaten Bone Bolango 
2) Hasil analisis shift share menunjukkan bah-
wa sektor yang merupakan sektor kompetitif, 
yaitu sektor keuangan, persewaan dan jasa 
perusahaan karena disamping merupakan sek-
tor basis, sektor ini memiliki nilai shift yang 
positif. 

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, 
penulis menyarankan beberapa hal untuk 
pihak-pihak terkait, yaitu: 
1) Pemerintah Daerah Kabupaten Bone 
Bolango dalam upaya meningkatkan PDRB 
agar lebih mengutamakan pengembangan sek-
tor dan sub sektor unggulan dengan tidak 
mengabaikan sektor dan sub sektor lain dalam 
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 
2) Sektor keuangan, persewaan dan jasa per-
usahaan sebagai sektor unggulan dan memiliki 
kontribusi terbesar dalam perekonomian Kabu-
paten Bone Bolango perlu mendapatkan prio-
ritas pengembangan, sehingga memberikan 
dampak yang tinggi bagi peningkatan penda-
patan masyarakat dan lapangan pekerjaan. 
3) Penelitian ini masih terbatas pada tahapan 
menentukan sektor dan sub sektor unggulan, 
kepada peneliti lainnya disarankan untuk 
melanjutkan penelitian ini sampai pada 
tahapan menentukan komoditi unggulan. 
 

Tabel 3. Hasil Perhitungan Shift Share Kabupaten Bone Bolango Tahun 2006-2010 

Lapangan Usaha Provincial Share Proportional 
Shift Differential Shift Jumlah 

Pertanian 20850,36669 -2856,357451 22423,63965 40417,64889 

Pertambangan, Penggalian 290,5085526 120,9545959 195,8027356 607,2658842 

Industri Pengolahan 7018,042813 -1847,822595 3490,907418 8661,127637 

Listrik, Gas, Air Bersih 201,3548588 -27,18694625 17,07630727 191,2442198 

Bangunan 2539,482723 968,6799812 -112,3444067 3395,818298 
Perdagangan, Hotel, 
Restoran 6538,263939 -5,414947123 4113,848005 10646,697 

Pengangkutan, Komunikasi 2094,518472 82,52078833 1463,450414 3640,489675 
Keuangan, Persewaan, 
Jasa Perusahaan 5299,896271 309,6453435 7646,735991 13256,27761 

Jasa-Jasa Lain 6655,891302 672,1573626 13583,15696 20911,20563 

Jumlah 51488,32562 -2582,823868 48977,39688 97882,89863 

Sumber: BPS Kab Bone Bolango (Data Diolah) 
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